BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era modern saat ini, penggunaan teknologi berkembang dengan
pesat dalam memenuhi kebutuhan manusia untuk mendapatkan informasi
dan berbagai layanan elektronik lainnya. Hal ini dikarenakan dengan
menggunakan teknologi segala hal dirasa lebih efektif dan efisien dalam
penggunaannya. Dengan pemanfaatan teknologi, masyarakat sangat
terbantu untuk mendapatkan sebuah layanan. Teknologi sendiri berasal dari
bahasa Yunani, technologia yang artinya pembahasan sistematis tentang
seluruh seni dan kerajinan (systematic treatment of the arts and crafts).
Perkataan tersebut mempunyai akar kata techne-dan logos (perkataan atau
pembicaraan). Akar Kata techne pada Zaman Yunani Kuno berarti seni (art)
dan kerajinan (craft). Dari hal tersebut maka pada Zaman Y unani, teknologi
diartikan sebagai seni  memproduksi alat-alat produksi dan

menggunakannya.

Pemanfaatan teknologi berperan penting dalam perdagangan dan

pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan

1Agus Raharjo, CYBERCRIME Pemaham dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2002, him. 11.



masyarakat. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi
elektronik menentukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan

transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat
informasi dunia;

2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam
rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;

3. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk
memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan
pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan
bertanggung jawab; dan

4. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi

pengguna dan penyelenggara teknologi informasi?

Kegiatan ekonomi yang berpengaruh pada kepentingan publik salah
satunya adalah kegiatan penyaluran dana yang harus dilaksanakan dengan
adil dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 vyaitu Perekonomian Nasional
diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi menggunakan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan juga kesatuan

2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



ekonomi nasional. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat
berdampak pada transaksi dalam Lembaga Pembiayaan yang mengalami
proses digitalisasi, sehingga transaksi pembiayaan saat ini dapat diakses
dengan mudahnya secara online. Keberadaan ekonomi digital ditandai
dengan semakin berkembangnya bisnis dan perdagangan yang
memanfaatkan internet sebagai media komunikasi, kolaborasi, korporasi
antar perusahaan ataupun individu. Tren pertumbuhan ekonomi digital
berdampak: signifikan terhadap pembangunan Indonesia. Sektor ekonomi
digital yang menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah sektor di bidang

Teknologi Finansial

Teknologi Finansial merupakan implementasi dan pemanfaatan
teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang
umumnya dilakukan ‘oleh perusahaan rintisan dengan memanfaatkan
teknologi software, internet, komunikasi, dan komputasi terkini.® Inovasi
tersebut bertujuan-untuk-memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses,
kenyamanandan-biaya yang ekonomis. Perusahaan berbasis teknologi
kebanyakan adalah perusahaan mikro, kecil atau menengah yang tidak
memiliki banyak ekuitas, tetapi memiliki gagasan yang jelas tentang
menawarkan layanan dan produk yang lebih menguntungkan dan
memudahkan konsumen. Layanan sering memberikan kemudahan akses

yang lebih besar, suku bunga yang lebih menarik atau biaya yang lebih

3 Nofie Iman, Financial Technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank
Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, him. 6



rendah, dan pengalaman dan fungsi online yang lebih baik.* Bentuk dasar
Teknologi antara lain dalam Pembayaran, Investasi, Pembiayaan, Asuransi
, Statistik dan, Infrastruktur.® Pada tahun 2016, Budi dan Krisnadi dalam
jurnal Analisis SWOT Financial Technology Pada Dunia Perbankan di Kota
Ambon oleh Ferry Hendro Basuki-dan Hartine Husein. mengatakan bahwa
Teknologi Finansial dengan layanan keuangan seperti layanan permodalan,
pembayaran, dan jasa transfer uang menyebabkan revolusi dalam bisnis
rintisan. Dengan layanan modal usaha, dapat memperoleh dana dari seluruh
dunia dengan mudah, bahkan dari orang yang belum pernah ditemui
sekalipun. Teknologi Finansial juga memungkinkan transfer uang secara
global atau Internasional. Jasa pembayaran seperti Paypal otomatis
mengubah kurs mata uang dunia, sehingga masyarakat dapat membeli

barang dari negara lain dengan mudah.

Perkembangan Teknologi Finansial di Indonesia tetap berada dalam
pengawasan Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral. Pada November 2016,
Bank Indonesia menunjukkan perannya dengan membentuk Kantor
Teknologi Finansial (dilengkapi dengan ruang uji coba terbatas) yang
berfungsi sebagai katalisator atau fasilitator, business intelligence, asesmen,

serta koordinasi dan komunikasi.® Sebagai regulator, Bank Indonesia dan

4 Gulamhuseinwala, 1., T. Bull, and S. Lewis, 2015, “FinTech is gaining traction and young, high-
income users are the early adopters,” 3(3) Journal of Financial Perspectives 16, 19

® Nofie Iman, Financial Technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank
Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, him. 7.

® Departemen Perlindungan Konsumen - Otoritas Jasa Keuangan, Kajian Perlindungan Konsumen
Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech, Cetakan ke-1 : Desember 2017
him.viii.



Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan-peraturan terkait
bisnis ini. Bank Indonesia, selaku regulator dari Alat Pembayaran dengan
menggunakan kartu (APMK), E-Money, Telco Money, Blockchain
(Bitcoin), dan National Payment Gateway (NPG), sudah mengeluarkan
peraturan No. 18/40/PB1/2016 untuk mengatur proses pembayaran transaksi
elektronik agar lebih aman dan efisien. Peraturan ini mengatur, memberikan
izin, dan mensupervisi penerapan pelayanan pembayaran yang dilakukan
oleh principal, provider, pengakuisisi, penyedia penyelesaian akhir, dan
penyedia transfer dana. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan, selaku regulator
dari Teknologi Finansial Digital Lembaga Jasa Keuangan dan Digital
Banking yang melingkupi tiga ranah sektor industri diantaranya perbankan,
pasar modal, dan industri keuangan non- bank (E-Gadai, E-LKM, E-
Penjaminan, dan E-Asuransi) serta Finansial Teknologi Perusahaan baru
non lembaga jasa keuangan dengan ranah bisnis yang diatur adalah
koperasi, bursa berjangka, dan pinjaman.modal usaha termasuk layanan
pinjam meminjam,pun sudah —menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini memberikan panduan dalam
pelaksanaan usaha pinjam-meminjam seperti pengaturan terkait kegiatan
usaha, pendaftaran perizinan, mitigasi risiko, pelaporan, dan tata kelola
sistem teknologi informasi. Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut

0OJK) adalah suatu lembaga pemegang otoritas tertinggi disebut lembaga




independen, dimana lembaga ini mendapatkan pemindahan fungsi
pengaturan dan pengawasan pada lembaga lembaga keuangan dan seluruh
bisnis keuangan di Indonesia berada di bawah pengaturan dan

pengawasannya yang bebas dari intervensi pihak manapun.’

Topik dari penelitian ilmiah ini akan berfokus pada salah satu
produk dari Teknologi Finansial, yakni Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi (selanjutnya disingkat LPMUBTI). LPMUBTI adalah
penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi
pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian
pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem
elektronik dengan menggunakan jaringan internet.® Meski pada mulanya
konsep pinjam meminjam ini diperuntukkan bagi para perusahaan rintisan
dalam mencari investor untuk membiayai bisnisnya. Namun dalam
perkembangannya pinjam meminjam ini ‘telah menjadi metode untuk
meningkatkan modal, sehingga pemanfaatan pinjam meminjam ini tidak

terbatas bagi para perusahaan rintisan saja.

LPMUBTI berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang
sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUHPerdata. Pada perjanjian pinjam
meminjam uang pada Pasal 1754 KUH Perdata para pihak yang terlibat

adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini

" Andrian Sutedi. 2014. Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta:Raih Asa Sukses. HIm. 78.

8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, POJK
Nomor 77/POJK.01/2016, LN No. 324 Tahun 2016, TLN No. 6005, Pasal 1 ayat (3).



memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam
meminjam. Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada
pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang habis karena pemakaian
dengan syarat bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan sejumlah
yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Sedangkan dalam
kegiatan LPMUBTI, pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dengan
penerima pinjaman, bahkan di antara para pihak dapat saja tidak saling
mengenal karena penyelenggara menyediakan sistem yang menghadirkan
pihak ketiga di platform yang menghubungkan kepentingan antara para
pihak ini. Penerima pinjaman mengajukan permohonan peminjaman dana
dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan. Kemudian pemberi
pinjaman dapat memilih kepada siapa ia akan menyalurkan dananya.
Selanjutnya penyelenggara akan mengadministrasikan seluruh angsuran

melalui escrow account dan virtual account.®

Setiap penyelenggara layanan menawarkan layanan pendukung
yang bervariasi. Pada umumnya terdapat layanan analisa kredit melalui

machine learning yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemberi

® Penyedia escrow account dan virtual account wajib dilakukan penyelenggara untuk menghindari
pelanggaran terhadap UU Perbankan karena penyelenggara dilarang menghimpun dana secara
langsung dari masyarakat. Dengan demikian seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung
dalam sistem perbankan. Escrow Account adalah rekening giro di Bank atas nama Penyelenggara
yang merupakan titipan dan digunakan untuk tujuan tertentu yaitu penerimaan dan pengeluaran dana
dari dan kepada pengguna jasa penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
Virtual Account adalah layanan perbankan yang termasuk dalam atau bagian dari escrow account,
berupa nomor identifikasi Pengguna jasa Penyelenggara (end user) dan dapat dibuat oleh
Penyelenggara atau bank, bertujuan untuk mengidentifikasi penerimaan dan pengeluaran dana dari
dan/atau kepada suatu rekening.



pinjaman dalam memilih penerima  pinjaman.'® Selain itu terdapat pula
penyelenggara yang menawarkan layanan tambahan lainnya berupa jasa
pengumpulan dan penagihan angsuran. Serta pendampingan usaha bagi

penerima pinjaman.

Meskipun perusahaan penyelenggara platform LPMUBTI memiliki
kemiripan dengan perbankan yang menerima uang dari deposan dan
menyalurkannya melalui fasilitas kredit atau pembiayaan, perusahaan
penyelenggara LPMUBTI bukanlah perbankan. Bank merupakan badan
usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak:.

Modal Rakyat hadir sebagai solusi layanan digital yang
mempertemukan para peminjam (UMKM) dan pendana serta memfasilitasi
terjadinya interaksi pendanaan yang aman, terpercaya, dan menguntungkan
secara online, serta dengan tingkat resiko yang terukur berkat dukungan dari
tim manajemen profesional. Dengan Modal Rakyat, UMKM dapat
memperoleh akses permodalan yang dibutuhkan untuk mengembangkan
usaha mereka dan pendana dapat memperoleh imbal hasil yang menarik

hingga 25% (flat per tahun) dari hasil pendanaan ke UMKM yang dipilih.

10 Machine Learning merupakan teknologi untuk menganalisis performance dan riwayat keuangan
pemohon pinjaman yang datanya diperoleh dari aktivitas pemohon di internet.

11 pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.



Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia
No0.20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab 1 Pasal 1: Usaha mikro adalah
usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan
yang memenuhi Kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha produktif
yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha
bukan merupakan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah
atau besar yang memenuhi Kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah
usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha besar
dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. kriteria yang
digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam
Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan.?

Kehadiran LPMUBTI di Indonesia tentunya dapat memberi
dampak yang positif, yaitu beberapa penduduk yang bertempat tinggal
di daerah-daerah terpencil atau pelosok-pelosok daerah dapat dengan

mudah melaksanakan proses pinjam-meminjam uang.'® Dalam pinjaman

12 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6.

13 Alfhica Rezita Sari, 2018, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam
Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia”,Skripsi
Program Studi (S1) llmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, him.
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online ini, pelaksanaan pemberian kredit dapat dilaksanakan dengan
cepat. Selain itu, pemberian pinjaman dapat diberikan tanpa Agunan, lain
halnya dengan lembaga keuangan konvensional yang secara yuridis
menyatakan bahwa kredit tanpa agunan (KTA) tidak mungkin terjadi, dan
walaupun bank memberikan KTA khusus, hal itu bukan berarti bahwa

pemberian kredit tanpa disertai agunan sama sekali.

Keefektifan yang diperoleh dalam LPMUBTI itu muncul berbagai
kelemahan dimana segala manfaat ekonomi, kerugian yang ditimbulkan,
serta dampak hukum dari kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan secara
langsung sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak sesuai dengan
kesepakatan yang telah diperjanjikan karena dalam kegiatan kredit dengan
media online perlu dibarengi dengan payung hukum yang bersifat adil dan
berkepastian hukum, agar menciptakan persaingan yang sehat dan
memberikan kenyamanan bagi kreditur maupun debitur di dalam kegiatan
tersebut. Kenyamanan yang dimaksud adalah bahwa debitur mendapat
garansi terkait dengan kerahasiaan-data diri maupun segala bentuk
jaminannya, begitu pula dengan Kreditur yang wajib merasa tenang dan
aman dalam menjalankan usahanya. Atas dasar perimbangan uraian
masalah yang dijelaskan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian
mengenai hal tersebut yang dituangkan penulis dalam skripsi dengan judul

“TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN FASILITAS KREDIT OLEH
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MODAL RAKYAT SEBAGAI LPMUBTI KEPADA NASABAH

UMKM”

lain :

Materi berkaitan dengan LPMUBTI telah beberapa ditulis antara

1)

2)

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap
Risiko Gagal Bayar Dalam Perjanjian Peer to Peer Lending
yang ditulis oleh Azizah Afaf dari Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya pada tahun 2017, yang membahas
perlindungan hukum berdasarkan POJK LPMUBTI.

Implementasi Peer to Peer Lending Dikaitkan dengan
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang
Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang
ditulis oleh~Raden: Ajeng Astari Sekarwati dari Fakultas
Hukum- Universitas Hasanuddin pada tahun 2019, yang
membahas mengenai perlindungan hukum secara preventif

dan represif berdasarkan POJK LPMUBTI.

Seluruh skripsi dimaksud pada umumnya menjelaskan

mengenai perlindungan hukum para pihak dalam LPMUBTI

berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Dengan

kesimpulan sebagai berikut :
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1. Semua aturan masih menitik beratkan pada pihak
penyelenggara dan penyempurnaan teknologi informasi saja
dan belum menjangkau perlindungan terhadap pemberi
pinjaman jika terjadi gagal bayar kredit dalam LPMUBTI.
Dalam Perlindungan Represif, sanksi yang dapat ditemui
masih hanya seputar sanksi administratif saja dan belum ada
tindakan khusus apabila terjadi risiko gagal bayar yang
merugikan pemberi pinjaman.

2. Penyelenggaraan teknologi finansial yang masih terbilang
baru di Indonesia, memungkinkan banyaknya masyarakat
yang masih merasa asing dengan transaksi pinjam

meminjam uang berbasis teknologi.

Beberapa skripsi menjelaskan mengenai penyelenggaraan
LPMUBTI dengan melakukan studi secara khusus pada perusahaan

penyelenggara, antara lain :

1) Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Peer to
Peer Lending yang Disediakan oleh PT. Amartha Mikro
Fintek yang ditulis oleh Carissa Akhlag Mulia Punromo dari
Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2018.

2) Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Tanpa

Agunan Pada PT Aman Cermat Cepat (Klikacc.com) yang

12



ditulis oleh Ratna Nindya Mardiyono dari Fakultas Hukum

Gadjah Mada pada tahun 2018.

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

. Peraturan OJK No0.77/2016 belum mengatur mengenai
perjanjian yang mendasari hubungan hukum Amartha
sebagai penyelenggara dengan para penerima pinjaman
dalam LPMUBTI.

. Penelitian hukum ini mengacu pada Perjanjian Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di
PT Aman Cermat Cepat (klikacc.com) yang bertujuan untuk
mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi Pemberi
Pinjaman dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis
teknologi informasi berupa pinjaman tanpa agunan pada PT

Aman Cermat Cepat (klikacc.com).

Sedangkan analisis dari-penulis adalah :

Berfokus pada satu pihak yaitu peminjam dana UMKM agar
menciptakan persaingan yang sehat dan memberikan
kenyamanan bagi kreditur maupun debitur di dalam kegiatan
tersebut. Kenyamanan yang dimaksud adalah bahwa debitur
mendapat garansi terkait dengan kerahasiaan data diri

maupun segala bentuk jaminannya

13



1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dan pengawasan LPMUBTI sebagai
lembaga perantara keuangan (financial intermediary institution)

menurut hukum yang berlaku di Indonesia?

2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap nasabah UMKM

peminjam dana di LPMUBTI Modal Rakyat?

1.3.  Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan berkaitan dengan kehendak dan maksud
yang ingin dicapai terhadap kepastian hukum Penyelenggara

LPMUBTI di Indonesia yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaturan dan pengawasan Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi (LPMUBTI).
2. Menganalisis bentuk Perlindungan hukum bagi nasabah peminjam

dana UMKM di Perusahaan Modal Rakyat.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan menjadi
sumbangan  pemikiran bagi pengembangan llmu
pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum teknologi
finansial pada khususnya mengenai pelaksanaan LPMUBTI

di Indonesia
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2. Diharapkan dapat menjadi tambahan acuan bagi perbankan

dalam memberikan fasilitas kredit kepada nasabah.

1.4.2. Manfaat Praktis
1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah

wawasan ilmu pengetahuan peneliti dalam bidang Hukum
Teknologi Finansial serta memberikan kesempatan kepada
peneliti untuk ikut mencurahkan pikiran dan kontribusi

dalam ranah LPMUBT!I di Indonesia.

2. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu literatur yang
memberikan kontribusi bagi lembaga terkait dan masyarakat
dapat memiliki peningkatan kualitas dan memahami segala

sesuatu terkait LPMUBTI.

15 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang-jelas tentang arah dan
tujuan penulisan —skripsi " ini,. maka secara garis besar dapat
digambarkan sistematika penulisan sebagai berikut ini sebagali

berikut :
a. BAB | PENDAHULUAN

Pada BAB ini berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang
terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,

Manfaat Penelitian, dan Sistematik Penulisan.

b. BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
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Pada BAB ini penulis akan menjelaskan beberapa yang menjadi
acuan dalam penulisan mengenai landasan teoritis yang digunakan
dalam penulisan skripsi ini. Kemudian, dalam bab ini ada pula
landasan konseptual yang memberikan definisi dari  Kredit,

LPMUBTI, dan Nasabah UMKM.
BAB IIl METODE PENELITIAN

Pada BAB ini berisikan tentang jenis penelitian dan terdiri dari
Penelitian Hukum Normatif, Penelitian Hukum Normatif-Empiris,

dan Penelitian Hukum Empiris.
BAB IV

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan analisa dari hasil penelitian

dan pembahasan berkenaan dengan LPMUBTI Modal Rakyat
BAB V

Pada BAB ini berisikan-mengenai kesimpulan dan saran terkait

dengan permasalah yang diteliti.
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